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Abstrak: Pelayanan administrasi penerimaan pasien BPJS di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

berperan dalam mendukung kelancaran pelayanan kesehatan karena memastikan proses 

administrasi berlangsung cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan melibatkan enam informan. Data diperoleh 

melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perencanaan pelayanan telah didukung oleh Rencana Usulan Kegiatan 

(RUK), tetapi pengembangan kompetensi petugas belum terlaksana melalui pelatihan yang 

terjadwal dan terdokumentasi. Pengorganisasian telah dilakukan melalui pembagian tugas dan 

sistem shift sehingga pelayanan dapat berlangsung selama 24 jam, namun penempatan petugas 

belum seluruhnya sesuai dengan latar belakang pendidikan administrasi kesehatan. Pelaksanaan 

pelayanan telah mengikuti alur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung Sistem 

Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Mobile Service Electronic (MSE), tetapi media 

informasi visual bagi pasien dan keluarga masih terbatas. Pengawasan dilakukan melalui briefing 

dan evaluasi, tetapi belum didukung instrumen evaluasi tertulis yang terstandar dan dokumentasi 

yang sistematis. Secara keseluruhan, sistem pelayanan administrasi telah berjalan melalui 

penerapan fungsi manajemen, namun belum optimal. Peningkatan kompetensi petugas, 

penyediaan media informasi, serta penguatan dokumentasi pengawasan diperlukan untuk 

mendukung mutu pelayanan administrasi pasien BPJS di IGD. 

 

Kata Kunci: Pelayanan Administrasi; BPJS; IGD; Fungsi Manajemen; Rumah Sakit 

 

Abstract: Administrative services for BPJS patient admission in the Emergency Department 

(ED) support healthcare continuity by ensuring that administrative procedures are completed 

promptly, accurately, and according to established procedures. This study employed a 

qualitative approach with a case study design involving six informants. Data were collected 

through in-depth interviews, observations, and document review. The findings show that service 

planning was supported by an Activity Proposal Plan (RUK), but staff competency development 

had not been implemented through scheduled and documented training. Organizing was carried 

out through task distribution and a shift system that allowed services to operate 24 hours a day; 

however, staff placement was not fully aligned with health administration educational 

backgrounds. Service implementation followed the service flow and Standard Operating 

Procedures (SOPs) and was supported by the Hospital Management Information System and 

Mobile Service Electronic (MSE), while visual information media for patients and families 

remained limited. Supervision was conducted through routine briefings and evaluation, but was 

not supported by standardized written evaluation instruments and systematic documentation. 

Overall, the administrative service system has operated through the implementation of 

management functions, but remains suboptimal. Staff competency development, provision of 
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patient information media, and strengthening of supervision documentation are needed to 

support the quality of BPJS administrative services in the ED. 

 

Keywords:  Administrative Services; BPJS; Emergency Department; Management Functions; 

Hospital 
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PENDAHULUAN  

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan tidak hanya bergantung pada mutu pelayanan medis, tetapi juga pada efektivitas 

sistem administrasi yang mendukung seluruh proses pelayanan. Administrasi kesehatan 

mencakup pencatatan, pendaftaran, verifikasi data pasien, pengelolaan dokumen, dan 

koordinasi informasi antarlayanan. Sistem administrasi yang dikelola secara efektif 

membantu memperlancar pelayanan dan menjaga keakuratan data, sedangkan pengelolaan 

yang lemah dapat menimbulkan kendala prosedural dan menurunkan mutu layanan. 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meningkatkan kebutuhan terhadap pengelolaan 

administrasi pelayanan di rumah sakit. BPJS Kesehatan mencatat 725,3 juta pemanfaatan 

layanan JKN sepanjang tahun 2025 atau rata-rata 1,9 juta pemanfaatan per hari. Tingginya 

volume pelayanan tersebut berpengaruh terhadap beban administrasi rumah sakit, terutama 

dalam pendaftaran, verifikasi kepesertaan, penginputan data, penerbitan Surat Eligibilitas 

Peserta (SEP), dan pengelolaan klaim. 

 Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan unit pelayanan yang menuntut kecepatan, 

ketepatan, dan keterpaduan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 

Tahun 2018 menegaskan bahwa pelayanan kegawatdaruratan harus diselenggarakan secara 

cepat, tepat, terpadu, dan berkesinambungan. Karena itu, sistem administrasi penerimaan 

pasien BPJS di IGD perlu dikelola dengan baik agar proses administratif mendukung, bukan 

menghambat, pelayanan medis. 

 Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan administrasi penerimaan 

pasien BPJS berkaitan dengan berbagai aspek manajemen, antara lain pelatihan petugas, 

pembagian tugas, waktu tunggu verifikasi, kecukupan petugas, dan pengawasan. Sebagian 

kajian masih menitikberatkan pada aspek tertentu, seperti waktu tunggu, ketepatan 

penginputan, beban kerja, atau verifikasi kepesertaan. Kajian yang menggambarkan sistem 

administrasi penerimaan pasien BPJS di IGD secara utuh dengan mengintegrasikan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan masih relatif terbatas. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis sistem pelayanan 

administrasi dalam penerimaan pasien BPJS di ruang IGD RSUD X Kota Medan 

menggunakan perspektif fungsi manajemen George R. Terry. Analisis difokuskan pada 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk memperoleh gambaran 

menyeluruh mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi pasien BPJS di IGD. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan desain 

studi kasus. Informan dipilih secara purposive berdasarkan peran dan pengetahuan terhadap 

sistem pelayanan administrasi pasien BPJS di IGD. Informan terdiri atas satu kepala 

subbagian terkait, tiga petugas administrasi IGD, serta dua pasien atau keluarga pasien BPJS, 

dengan total enam informan. 

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam menggunakan 

pedoman wawancara semi terstruktur. Observasi dilakukan terhadap alur pelayanan, interaksi 

antarpetugas, dan kesesuaian pelaksanaan dengan SOP. Data sekunder diperoleh dari 

dokumen dan arsip yang berkaitan dengan SOP administrasi pasien BPJS, jumlah kunjungan 

pasien IGD, struktur organisasi pendaftaran IGD, alur penerimaan pasien, serta literatur 

pendukung. 

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan 

membandingkan informasi dari berbagai informan serta data hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana 

yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara umum, sistem pelayanan administrasi penerimaan pasien BPJS di ruang IGD 

RSUD X Kota Medan telah didukung oleh empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Meskipun demikian, penerapan fungsi 

tersebut belum sepenuhnya optimal pada seluruh aspek. 

Pada aspek perencanaan, tersedia Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang digunakan 

sebagai pedoman pelayanan dan memuat perencanaan pengembangan kompetensi petugas. 

Namun, hasil observasi dan telaah dokumentasi menunjukkan belum ditemukan bukti 

realisasi pelatihan formal yang terjadwal dan terdokumentasi, seperti jadwal, sertifikat, atau 

laporan kegiatan. Pengembangan kompetensi petugas masih lebih banyak diperoleh melalui 

pengalaman kerja dan arahan langsung di tempat kerja. 

Pada aspek pengorganisasian, pembagian tugas telah diatur melalui jadwal kerja dan 

sistem shift pagi, siang, dan malam sehingga pelayanan dapat berlangsung selama 24 jam. 

Penempatan petugas dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan. Namun, data ketenagaan 

menunjukkan latar belakang pendidikan petugas berasal dari rekam medis, keperawatan, dan 

kebidanan, dan belum seluruhnya secara khusus berlatar belakang administrasi kesehatan. 

Sebagian petugas mengalami proses adaptasi pada awal penempatan dan kemudian 

memahami pekerjaan melalui pengalaman kerja sehari-hari. 

Pada aspek pelaksanaan, pelayanan administrasi telah mengikuti alur pelayanan dan 

SOP. Proses administrasi mencakup triase, verifikasi kepesertaan BPJS, penginputan data ke 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), dan penerbitan SEP. Pelaksanaan juga 

didukung MSE yang membantu pencarian data dan pemenuhan persyaratan administrasi 

secara digital. Petugas memberikan penjelasan langsung kepada pasien atau keluarga, tetapi 

selama observasi tidak ditemukan media informasi visual seperti banner, poster, atau papan 

informasi mengenai alur dan persyaratan administrasi BPJS. 

Pada aspek pengawasan, monitoring dilakukan melalui briefing rutin untuk membahas 

perkembangan pekerjaan, kendala pelayanan, arahan, dan evaluasi. Namun, hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa pengawasan belum didukung checklist 
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monitoring, formulir evaluasi, maupun catatan tindak lanjut yang terstruktur. Dokumentasi 

yang tersedia lebih berupa bukti pelaksanaan briefing sehingga hasil pengawasan masih lebih 

banyak disampaikan secara lisan. 

Tabel 1. Ringkasan Temuan Sistem Pelayanan Administrasi 

Fungsi Manajemen Temuan Utama Kondisi 

Perencanaan 

RUK tersedia; rencana 

pengembangan kompetensi 

belum direalisasikan melalui 

pelatihan terjadwal dan 

terdokumentasi. 

Belum optimal 

Pengorganisasian 

Pembagian tugas dan sistem shift 

jelas; latar belakang pendidikan 

petugas belum seluruhnya sesuai 

administrasi kesehatan. 

Belum optimal 

Pelaksanaan 

Alur dan SOP diterapkan; 

SIMRS dan MSE mendukung 

pelayanan; media informasi 

visual belum tersedia. 

Berjalan, perlu penguatan 

Pengawasan 

Briefing dan evaluasi dilakukan; 

instrumen monitoring dan 

dokumentasi tertulis belum 

terstandar. 

Belum optimal 

     

Sumber: Data primer dan dokumentasi penelitian, 2026 

 

Menurut George R. Terry, manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dalam mendukung 

pencapaian tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, penerapan fungsi manajemen 

menunjukkan bahwa sistem administrasi pasien BPJS di IGD telah memiliki dasar 

pengelolaan, tetapi terdapat beberapa bagian yang masih memerlukan penguatan. 

Pada fungsi perencanaan, keberadaan RUK menunjukkan bahwa pelayanan telah 

memiliki dasar perencanaan. Namun, rencana pengembangan kompetensi belum sepenuhnya 

diwujudkan dalam pelatihan yang terjadwal dan terdokumentasi. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi dan pelatihan bagi 

petugas administrasi. Sebaliknya, penelitian Ngabito dan Akmar (2025) menunjukkan 

pengembangan kompetensi telah diwujudkan melalui program pelatihan. Perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa keberadaan rencana perlu diikuti dengan realisasi yang terukur. 

Pada fungsi pengorganisasian, sistem shift telah memberikan pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang jelas serta memungkinkan pelayanan berjalan 24 jam. Temuan ini 

sejalan dengan penelitian Yolanda (2025) yang menunjukkan pengorganisasian pelayanan 

administrasi dilakukan melalui pembagian tugas dan pelibatan berbagai unit. Namun, 

penempatan petugas yang belum seluruhnya sesuai dengan latar belakang pendidikan 

administrasi kesehatan menunjukkan perlunya penguatan kesesuaian kompetensi. Mardhiyah 

et al. (2025) juga menunjukkan pentingnya kesesuaian kompetensi tenaga administrasi 

dengan pekerjaan yang dijalankan. 
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Pada fungsi pelaksanaan, kepatuhan terhadap alur pelayanan dan SOP serta 

penggunaan SIMRS dan MSE menjadi kekuatan dalam pelayanan administrasi. Temuan ini 

sejalan dengan penelitian Zendrato (2021) mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi 

pasien BPJS sesuai prosedur. Akan tetapi, komunikasi informasi kepada pasien masih 

bergantung pada penjelasan langsung karena belum tersedia media visual. Kondisi ini 

berbeda dengan penelitian Yolanda (2025) yang menunjukkan adanya sarana informasi yang 

membantu pasien memperoleh informasi administrasi. 

Pada fungsi pengawasan, briefing rutin telah menjadi sarana monitoring, evaluasi, dan 

penyampaian arahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Oktaviani dan Rofii (2019) yang 

menunjukkan pengawasan dilakukan melalui supervisi dan pemberian arahan. Namun, 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan belum didukung instrumen tertulis yang 

terstandar. Kondisi tersebut berbeda dengan Abdiansyah et al. (2025) yang menunjukkan 

bahwa monitoring dan evaluasi dengan instrumen terstruktur dapat mendukung peningkatan 

kualitas dokumentasi pelayanan. 

Dalam perspektif Islam, perencanaan dan pengawasan merupakan bagian dari amanah 

dan tanggung jawab. Q.S. Al-Hasyr ayat 18 mengajarkan agar setiap orang memperhatikan 

apa yang telah diperbuat untuk hari esok, sedangkan prinsip amanah dalam Q.S. An-Nisa 

ayat 58 menekankan penyampaian amanat kepada yang berhak dan pelaksanaan secara adil. 

Nilai tersebut selaras dengan kebutuhan perencanaan yang direalisasikan serta pengawasan 

yang dicatat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

KESIMPULAN 

Secara keseluruhan, sistem pelayanan administrasi penerimaan pasien BPJS di ruang 

IGD RSUD X Kota Medan telah berjalan melalui penerapan fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, tetapi belum optimal pada beberapa aspek. 

Perencanaan telah didukung RUK, namun pengembangan kompetensi belum diwujudkan 

melalui pelatihan yang terjadwal dan terdokumentasi. Pengorganisasian telah didukung 

pembagian tugas dan sistem shift, tetapi penempatan petugas belum seluruhnya sesuai 

dengan latar belakang pendidikan administrasi kesehatan. Pelaksanaan telah mengikuti alur 

dan SOP serta didukung SIMRS dan MSE, tetapi informasi pelayanan belum didukung media 

visual. Pengawasan telah dilakukan melalui briefing dan evaluasi, tetapi belum memiliki 

instrumen evaluasi dan dokumentasi yang sistematis. 

Penguatan pelayanan perlu diarahkan pada realisasi program pengembangan 

kompetensi melalui pelatihan terjadwal dan terdokumentasi, peningkatan kesesuaian 

kompetensi petugas dengan pekerjaan administrasi, penyediaan media informasi visual 

mengenai alur dan persyaratan administrasi BPJS, serta penyusunan instrumen monitoring 

dan evaluasi yang terstandar agar hasil pengawasan dapat menjadi dasar perbaikan 

pelayanan. 
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